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Pengantar  

  

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
sampai saat ini masih menempati kedudukan yang utama sebagai prosedur penyelenggaraan hukum 
pidana (hukum pidana formil) di Indonesia. Lahirnya KUHAP sejatinya merupakan satu langkah maju 
dalam tata hukum yang dicapai Indonesia sebagai negara merdeka, yang menghendaki pembangunan 
hukum sesuai dengan nilai-nilai dan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Tetapi sebagai bangsa 
yang terus bertumbuhkembang, merupakan suatu keniscayaan bagi Indonesia untuk senantiasa 
memperbaharui ketentuan hukum yang sudah usang dan tidak lagi sesuai dengan keadaan aktual 
masyarakat, termasuk dalam hal ini adalah mengenai KUHAP. 

Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan perubahan KUHAP adalah melalui upaya 
judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK). Sejak Tahun 2003, hampir setiap tahunnya KUHAP selalu di 
uji MK. Berdasarkan hasil monitoring ICJR dari rekap perkara MKTahun 2015, paling tidak sedikitnya ada 
75  perkara pengujian terhadap KUHAP di MK sejak 3003-2015. Dari pengujian tersebut sebagai besar di 
N.O, selebihnya ditolak dan paling sedikit diterima oleh MK. Sampai dengan paper ini di publikasikan ada 
sebanyak 9 permohonan Judicial Review  KUHAP terhadap Konstitusi  yang dikabulkan oleh MK. 

Paper ini merupakan konsolidasi sederhana dari berbagai putusan MK yang memberikan perubahan 
kepada KUHAP. Paper hanya mengumpulkan putusan MK yang dikabulkan, lalu membaginya 
berdasarkan masing masing putusan, kemudian mengurai Pasal KUHAP yang di ubah, bagaimana 
perubahannya dan apa yang menjadi pertimbangan pertimbangan penting dari MK. 

Paper ini bertujuan untuk mengupdate perkembangan putusan-putusan MK terkait KUHAP, agar 
diketahui tidak saja oleh publik, akedemisi secara lebih luas, namun juga bagi aparat penegak hukum, 
termasuk disini adalah  para advokat  yang selama ini menggunakan KUHAP dalam kerja-kerjanya. ICJR 
melihat dalam berbagai kesempatan masih banyak aparat penegak hukum yang tidak mengetahui 
adanya perubahan-perubahan penting dalam KUHAP melalui  putusan MK. Bagi ICJR dokumen ini 
merupakan langkah penting dalam melihat rencana advokasi perubahan KUHAP melalui  RUU KUHAP. 
Beberapa putusan MK seyogyanya jadi landasan penting dalam merumuskan ulang R KUHAP dimasa 
mendatang. 

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) 

  

Supriyadi Widodo Eddyono 

Direktur Eksekutif 
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Bagian Pertama 
 

PUTUSAN Nomor 65/PUU-VIII/2010 

 

 
Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 ayat 

(1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus 
dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka 

penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar 
sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri” 

 
 

 
Putusan Mahkamah 

 
Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 
ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3209) adalah bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat 
(4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan 
dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar 
sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”; 
 
Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); serta Pasal 184 
ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 
dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 
Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209), tidak dimaknai termasuk 
pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan 
suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”; 
 

 
Pertimbangan Mahkamah 
 
[3.9] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian Pasal 1 angka 26 dan angka 27; 
Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); dan Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP terhadap UUD 1945; 
 
[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan pemerintah, 
keterangan DPR, dan fakta yang terungkap di persidangan, permasalahan hukum yang harus 
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dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah mengenai i) pengertian saksi; ii) permohonan pengajuan saksi 
oleh tersangka dan terdakwa; iii) pemanggilan saksi; dan iv) kewenangan menilai relevansi kesaksian. 
Untuk menjawab permasalahan hukum tersebut Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai 
berikut: 
 
[3.11] Menimbang bahwa pada dasarnya hukum acara pidana memuat norma-norma yang 
menyeimbangkan antara kepentingan hukum individu dan kepentingan hukum masyarakat serta negara, 
karena pada dasarnya dalam hukum pidana, individu dan/atau masyarakat berhadapan langsung dengan 
negara. Hubungan ini menempatkan individu dan/atau masyarakat pada posisi yang lebih lemah. Dalam 
hal ini, hukum acara pidana berfungsi untuk membatasi kekuasaan negara yang dilaksanakan oleh 
penyelidik, penyidik, penuntut umum, maupun hakim, dalam proses peradilan pidana terhadap individu 
dan/atau masyarakat, terutama tersangka dan terdakwa yang terlibat dalam proses tersebut; 
 
[3.12] Menimbang bahwa hak asasi seseorang tetap melekat pada dirinya meskipun ia telah ditetapkan 
sebagai tersangka atau terdakwa. Oleh karena itu dalam suatu negara hukum, hukum acara pidana 
diposisikan sebagai alat agar pelaksanaan proses hukum dijalankan secara adil (due process of law) demi 
penghormatan terhadap hak asasi manusia, yang antara lain mencakup upaya perlindungan terhadap 
tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara, pemberian berbagai jaminan bagi tersangka dan 
terdakwa untuk membela diri sepenuhnya, penerapan asas praduga tidak bersalah, serta penerapan 
asas persamaan di hadapan hukum; 
 
[3.13] Menimbang bahwa mengenai pengertian “saksi” sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 26 
dan angka 27 juncto Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, 
berdasarkan penafsiran menurut bahasa (gramatikal) dan memperhatikan kaitannya dengan pasal-pasal 
lain dalam KUHAP, adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, 
penuntutan, dan pengadilan tentang suatu tindak pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri, dan 
dia alami sendiri. Secara ringkas, Mahkamah menilai yang dimaksud saksi oleh KUHAP tersebut adalah 
hanya orang yang mendengar, melihat, dan mengalami sendiri peristiwa yang disangkakan atau 
didakwakan; 
 
Menurut Mahkamah, pengertian saksi yang menguntungkan dalam Pasal 65 KUHAP tidak dapat 
ditafsirkan secara sempit dengan mengacu pada Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP saja. Pengertian 
saksi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP memberikan pembatasan 
bahkan menghilangkan kesempatan bagi tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi yang 
menguntungkan baginya karena frasa “ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri” 
mensyaratkan bahwa hanya saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri suatu 
perbuatan/tindak pidana yang dapat diajukan sebagai saksi yang menguntungkan. Padahal, konteks 
pembuktian sangkaan atau dakwaan bukan hanya untuk membuktikan apakah tersangka atau terdakwa 
melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana tertentu; melainkan meliputi juga pembuktian bahwa 
suatu perbuatan/tindak pidana adalah benarbenar terjadi. Dalam konteks pembuktian apakah suatu 
perbuatan/tindak pidana benar-benar terjadi; dan pembuktian apakah tersangka atau terdakwa benar-
benar melakukan atau terlibat perbuatan/tindak pidana dimaksud, peran saksi alibi menjadi penting, 
meskipun ia tidak mendengar sendiri, ia tidak meIihat sendiri, dan ia tidak mengalami sendiri adanya 
perbuatan/tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa; 
 
Perumusan saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP tidak meliputi pengertian saksi alibi, dan 
secara umum mengingkari pula keberadaan jenis saksi lain yang dapat digolongkan sebagai saksi yang 
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menguntungkan (a de charge) bagi tersangka atau terdakwa, antara lain, saksi yang kesaksiannya 
dibutuhkan untuk mengklarifikasi kesaksian saksi-saksi sebelumnya; 
 
Oleh karena itu, menurut Mahkamah, arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, 
mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya 
dengan perkara pidana yang sedang diproses; 
 
[3.14] Menimbang bahwa terkait dengan permasalahan siapa pihak yang memiliki kewenangan untuk 
menilai apakah saksi yang diajukan tersangka atau terdakwa memiliki relevansi dengan sangkaan atau 
dakwaan, Mahkamah berpendapat bahwa penyidik tidak dibenarkan menilai keterangan ahli dan/atau 
saksi yang menguntungkan tersangka atau terdakwa, sebelum benar-benar memanggil dan memeriksa 
ahli dan/atau saksi yang bersangkutan; Mahkamah menilai, kewajiban penyidik untuk memanggil dan 
memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka tidak berpasangan dengan kewenangan penyidik 
untuk menilai apakah saksi yang diajukan memiliki relevansi atau tidak dengan perkara pidana yang 
disangkakan, sebelum saksi dimaksud dipanggil dan diperiksa (didengarkan kesaksiannya). Begitu pula 
dengan kewenangan jaksa penuntut umum dan hakim untuk menilai relevansi keterangan saksi baru 
dapat dilakukan setelah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan saksi yang diajukan tersangka atau 
terdakwa, untuk selanjutnya menentukan apakah tersangka memenuhi semua unsur tindak pidana dan 
statusnya layak ditingkatkan menjadi terdakwa; 
 
[3.15] Menimbang bahwa, menurut Mahkamah, pengaturan atau pengertian saksi dalam KUHAP, 
sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian menimbulkan pengertian yang 
multitafsir dan melanggar asas lex certa serta asas lex stricta sebagai asas umum dalam pembentukan 
perundang-undangan pidana. Ketentuan yang multitafsir dalam hukum acara pidana dapat 
mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi warga negara, karena dalam hukum acara pidana 
berhadapan antara penyidik, penuntut umum, dan hakim yang memiliki kewenangan untuk memeriksa 
dengan tersangka atau terdakwa yang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum; 
 
Dengan demikian, ketentuan pemanggilan serta pemeriksaan saksi dan/atau ahli yang menguntungkan 
bagi tersangka atau terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 juncto Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) 
KUHAP, harus ditafsirkan dapat dilakukan tidak hanya dalam tahap persidangan di pengadilan, tetapi 
juga dalam tahap penyidikan. Menegasikan hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan (memanggil 
dan memeriksa) saksi dan/atau ahli yang menguntungkan bagi diri tersangka atau terdakwa pada tahap 
penyidikan, dan hanya memanggil saksi yang menguntungkan pada tahap pemeriksaan di muka 
pengadilan saja, merupakan pelanggaran terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 
Pengajuan saksi dan/atau ahli, yang menjadi hak tersangka atau terdakwa, di sisi lain merupakan 
kewajiban bagi penyidik, penuntut umum, maupun hakim untuk memanggil dan memeriksa saksi 
dan/atau ahli a quo. Hal demikian adalah bagian sekaligus penerapan prinsip due process of law dalam 
proses peradilan pidana, dan upaya mewujudkan kepastian hukum yang adil dalam sebuah negara 
hukum. Namun demikian, harus tetap diperhatikan bahwa pengajuan saksi atau ahli yang 
menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana bukan untuk menghalangi 
ditegakkannya hukum pidana. Meskipun hak tersangka atau terdakwa dilindungi oleh hukum acara 
pidana namun tetap harus diperhatikan batas-batas kewajaran dan juga kepentingan hukum masyarakat 
yang diwakili oleh negara; 
 
[3.16] Menimbang bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon tentang implikasi konstitusional 
dan yuridis kepada penyidik pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang memeriksa Pemohon untuk 
memanggil dan memeriksa saksi-saksi yang menguntungkan yang diminta oleh Pemohon yaitu 
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Megawati Soekarnoputri, HM Jusuf Kalla, Kwik Kian Gie, dan Susilo Bambang Yudhoyono, menurut 
Mahkamah merupakan kasus konkret yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah, oleh karena itu 
dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum; 
 
[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah 
berpendapat Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) 
huruf a KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pengertian saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan 
angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, tidak dimaknai 
termasuk pula “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan 
peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. 
Adapun permohonan selain dan selebihnya tidak beralasan hukum; 
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Bagian Kedua 
 

PUTUSAN Nomor 65/PUU-IX/2011 

 
Mencabut Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana 
 

 
Putusan Mahkamah 

 
Menyatakan, Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; 
1. Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 

Negara Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 
Negara Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

 

 
Pertimbangan Mahkamah  
 
[3.12] Menimbang bahwa sebelum memberikan pendapat terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah 
akan menguraikan hal-hal sebagai berikut: 
 
Bahwa praperadilan merupakan salah satu sistem dalam peradilan pidana Indonesia. Praperadilan tidak 
dikenal dalam hukum acara pidana lama yang diatur dalam Herziene Inlandsche Reglement (H.I.R). HIR 
menganut sistem inquisitoir, yaitu menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan sebagai 
objek yang memungkinkan terjadinya perlakuan sewenang-wenang penyidik terhadap tersangka, 
sehingga sejak saat pemeriksaan pertama di hadapan penyidik, tersangka sudah apriori dianggap 
bersalah. KUHAP telah mengubah sistem yang dianut oleh HIR tersebut yaitu menempatkan tersangka 
atau terdakwa tidak lagi sebagai objek pemeriksaan namun tersangka atau terdakwa ditempatkan 
sebagai subjek, yaitu sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di 
hadapan hukum. Salah satu pengaturan kedudukan yang sama di hadapan hukum yang diatur dalam 
KUHAP tersebut adalah adanya sistem praperadilan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap 
kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan 
penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan 
penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi 
atau pun tidak. Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses 
praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa 
dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Dengan demikian dibuatnya sistem praperadilan yang 
diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah untuk kepentingan pengawasan secara 
horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan 
Pasal 80 KUHAP). Kehadiran KUHAP dimaksudkan untuk mengoreksi pengalaman praktik peradilan masa 
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lalu, di bawah aturan HIR, yang tidak sejalan dengan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. 
Selain itu, KUHAP memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa 
untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum; 
 
Bahwa pada dasarnya setiap tindakan upaya paksa, seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, 
penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan adalah 
suatu tindakan perampasan hak asasi manusia, sehingga dengan adanya praperadilan diharapkan 
pemeriksaan perkara pidana dapat berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Pengawasan 
oleh pengadilan negeri sebagai badan peradilan tingkat pertama dimaksudkan untuk mengontrol, 
menilai, menguji, dan mempertimbangkan secara yuridis, apakah dalam tindakan upaya paksa terhadap 
tersangka/terdakwa oleh penyelidik/penyidik atau penuntut umum telah sesuai dengan KUHAP; 
 
Bahwa permohonan praperadilan diajukan di pengadilan negeri oleh tersangka/terdakwa, keluarga atau 
kuasanya, penyidik, penuntut umum, dan pihak ketiga yang berkepentingan. Pemeriksaan praperadilan 
oleh pengadilan negeri merupakan pemeriksaan pendahuluan sebelum dilakukan pemeriksaan pokok 
perkara pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Pemeriksaan praperadilan dilakukan secara 
cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim sudah harus memutusnya. Permohonan praperadilan 
gugur apabila pengadilan sudah mulai memeriksa pokok perkara pidana tersebut, sedangkan 
permohonan praperadilan belum diputus oleh Pengadilan [vide Pasal 82 ayat (1) huruf c dan huruf d 
KUHAP]; 
 
[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat KUHAP telah 
mengatur pemeriksaan permohonan praperadilan dilakukan secara cepat, yaitu paling lambat tiga hari 
setelah permohonan diajukan, hakim tunggal yang ditetapkan mengadili praperadilan yang 
bersangkutan sudah harus menetapkan hari sidang [vide Pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP], dan dalam 
waktu paling lama tujuh hari, hakim sudah harus menjatuhkan putusan [vide Pasal 82 ayat (1) huruf c 
KUHAP]. Keharusan mempercepat acara praperadilan disusul lagi dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) 
huruf d KUHAP yang menentukan bahwa apabila suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan 
negeri, sedangkan permintaan mengenai praperadilan belum selesai, maka praperadilan tersebut gugur. 
Selain itu, Pasal 83 ayat (1) KUHAP menentukan terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 KUHAP tidak dapat dimintakan banding; 
 
[3.14] Menimbang bahwa menurut Mahkamah acara praperadilan adalah acara cepat, sehingga 
seharusnya tidak dapat dimohonkan pemeriksaan banding. Meskipun demikian, Pasal 83 ayat (2) KUHAP 
menentukan, “Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan 
tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir 
ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan”; 
 
[3.15] Menimbang bahwa Pasal 83 ayat (2) KUHAP tersebut menurut Mahkamah bertentangan dengan 
Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak mempersamakan kedudukan warga 
negara di dalam hukum dan pemerintahan serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil. Dengan 
kata lain, Pasal 83 ayat (2) KUHAP tersebut memperlakukan secara berbeda antara tersangka/terdakwa 
di pihak dan penyidik serta penuntut umum di pihak lain dalam melakukan upaya hukum banding 
terhadap putusan praperadilan. Ketentuan demikian tidak sesuai dengan filosofi diadakannya lembaga 
praperadilan yang justru menjamin hak-hak tersangka/terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya 
sebagai manusia; 
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[3.16] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, untuk memperlakukan sama antara tersangka/terdakwa 
dan penyidik serta penuntut umum dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP tersebut terdapat dua alternatif 
yaitu: (1) memberikan hak kepada tersangka/terdakwa untuk mengajukan permohonan banding; atau 
(2) menghapuskan hak penyidik dan penuntut umum untuk mengajukan permohonan banding.  
 
Menurut Mahkamah, oleh karena filosofi diadakannya lembaga praperadilan sebagai peradilan yang 
cepat, untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap tersangka/terdakwa dan penyidik serta 
penuntut umum maka yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 adalah pemberian hak banding 
kepada penyidik dan penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP. Dengan 
meniadakan hak banding kepada kedua pihak dimaksud maka pengujian konstitusionalitas Pasal 83 ayat 
(2) KUHAP beralasan menurut hukum, sedangkan permohonan Pemohon mengenai pengujian 
konstitusionalitas Pasal 83 ayat (1) KUHAP tidak beralasan menurut hukum; 
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Bagian Ketiga 
 

PUTUSAN Nomor 98/PUU-X/2012 

 

Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan“ dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana dimaknai “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga 

swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan” 
 
 

 
Putusan Mahkamah 

 
Menyatakan Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan“ dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) adalah bertentangan dengan Undang- 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “termasuk saksi korban 
atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan”; 
 
Menyatakan Frasa “pihak ketiga yang berkepentingan“ dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat 
atau organisasi kemasyarakatan”; 
 

 
Pertimbangan Mahkamah Konstitusi: 
 
[3.13] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah 
perlu mengutip Pasal 54 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) yang 
menyatakan, “Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan 
dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. 
Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat 
yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan 
relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo telah jelas, Mahkamah 
memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari 
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau 
Presiden, sehingga Mahkamah langsung memutus permohonan a quo; 
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[3.14] Menimbang, Mahkamah setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti-
bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara, 
Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 
 
 
[3.14.1] Bahwa terhadap penafsiran frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 Undang-
undang No. 8 Tahun 1981, Mahkamah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 76/PUU-
X/2012 pada tanggal 8 Januari 2013, yang dalam pertimbangannya, antara lain: 
 
Paragraf [3.15] menyatakan, “...walaupun KUHAP tidak memberikan interpretasi yang jelas mengenai 
siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, namun menurut 
Mahkamah, yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi korban tindak 
pidana atau pelapor tetapi harus juga diinterpretasikan secara luas. Dengan demikian, interpretasi 
mengenai pihak ketiga dalam pasal a quo tidak hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor saja 
tetapi juga harus mencakup masyarakat luas yang dalam hal ini bisa diwakili oleh perkumpulan orang 
yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum 
(public interests advocacy) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Masyarakat lainnya 
karena pada hakikatnya KUHAP adalah instrumen hukum untuk menegakkan hukum pidana. Hukum 
pidana adalah hukum yang ditujukan untuk melindungi kepentingan umum”; 
 
Paragraf [3.16] menyatakan, “...peran serta masyarakat baik perorangan warga negara ataupun 
perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan 
kepentingan umum (public interests advocacy) sangat diperlukan dalam pengawasan penegakan 
hukum. Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dalam beberapa putusannya juga telah menguraikan 
mengenai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan pengujian undang-
undang yang bukan hanya kepada perseorangan warga negara Indonesia tetapi juga perkumpulan 
orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum 
(public interests advocacy) yaitu berbagai asosiasi dan Non-Governmental Organization (NGO) atau LSM 
yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik ...”; 
 
[3.14.2] Bahwa norma yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara a quo adalah sama dengan 
norma yang dimohonkan dalam permohonan Nomor 76/PUU-X/2012, namun maksud permohonan 
dalam perkara Nomor 76/PUU-X/2012 adalah untuk mempersempit penafsiran frasa “pihak ketiga yang 
berkepentingan” dalam Pasal 80 UU Nomor 8 Tahun 1981 sehingga permohonannya ditolak, sedangkan 
maksud permohonan Pemohon a quo adalah sebaliknya, yaitu untuk memperluas penafsiran frasa 
“pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 UU Nomor 8 Tahun 1981. Oleh karena maksud 
permohonan dalam permohonan a quo sudah sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam perkara 
Nomor 76/PUU-X/2012 tersebut di atas maka pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 76/PUU-X/2012 tersebut mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula dalam 
permohonan a quo 
 

  



15 
 

Bagian Keempat 
 

PUTUSAN Nomor 114/PUU-X/2012 

 
Mencabut frasa, “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
 
 

 
Putusan Mahkamah 

 
1.1 Menyatakan frasa, “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

1.2 Menyatakan frasa, “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan 
hukum mengikat; 

 

 
 
Pendapat Mahkamah  
 
[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan 
bukti-bukti Pemohon, mendengarkan keterangan Pemerintah dan membaca keterangan tertulis 
Pemerintah, serta membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah berpendapat 
sebagai berikut: 
 
[3.12] Bahwa pengujian konstitusionalitas Pasal 244 KUHAP, baik keseluruhan pasal tersebut atau hanya 
frasa, “kecuali terhadap putusan bebas”, telah empat kali dimohonkan pengujian, dan telah diputus oleh 
Mahkamah dengan putusan yang menyatakan permohonan (para) Pemohon tidak dapat diterima; 
 
[3.12.1] Bahwa dalam putusan Mahkamah Nomor 17/PUU-VIII/2010, tanggal 25 Juli 2011, Mahkamah 
pada paragraf [3.12], halaman 51, antara lain, mempertimbangkan, “Dalil-dalil Pemohon dalam 
permohonan ini, lebih mempersoalkan kerugian konstitusionalnya dalam menjalankan profesi advokat 
daripada sebagai pribadi yang langsung dirugikan oleh berlakunya norma Undang- Undang a quo. Oleh 
karena itu, menurut Mahkamah, tidak ada kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya 
Undang-Undang a quo”; 
 
[3.12.2] Bahwa dalam putusan Mahkamah Nomor 56/PUU-IX/2011, tanggal 15 Maret 2012, pada 
paragraf [3.3], halaman 57, antara lain mempertimbangkan, “... Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 
menentukan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan 
terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang 
Dasar. Mahkamah berpendapat, ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 tersebut harus dimaknai 
bahwa yang dapat menjadi objek pengujian ke Mahkamah adalah materi muatan ayat, pasal, dan/atau 
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bagian dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut dijabarkan lebih 
lanjut oleh ketentuan Undang-Undang bahwa Pemohon wajib menguraikan dengan jelas “materi 
muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang 
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” [vide Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK]. Terhadap 
materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang sudah diundangkan secara sah dan 
oleh Pemohon didalilkan sesuai dengan UUD 1945 bukanlah merupakan objek pengujian Undang-
Undang.” 
 
[3.12.3] Menimbang bahwa dalam putusan Mahkamah Nomor 85/PUU-IX/2011, tanggal 27 Maret 2012, 
pada paragraf [3.3.1], halaman 46-47, antara lain mempertimbangkan, “...terhadap petitum 
permohonan Pemohon supaya Mahkamah menyatakan frasa “...kecuali terhadap putusan bebas” dalam 
Pasal 244 KUHAP, tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, 
Mahkamah sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Nomor 56/PUU-IX/2011 tanggal 15 Maret 2012 
mempertimbangkan antara lain bahwa, “Mahkamah berpendapat, ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 
1945 tersebut harus dimaknai bahwa yang dapat menjadi objek pengujian ke Mahkamah adalah materi 
muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Hal 
tersebut dijabarkan lebih lanjut oleh ketentuan Undang-Undang bahwa Pemohon wajib menguraikan 
dengan jelas, “materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” [vide Pasal 51 
ayat (3) huruf b UU MK]. Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang yang 
sudah diundangkan secara sah dan oleh Pemohon didalilkan sesuai dengan UUD 1945 bukanlah 
merupakan objek pengujian Undang-Undang. Semua Undang-Undang yang telah diundangkan secara 
sah oleh yang berwenang harus dianggap sesuai dengan UUD 1945 sampai dicabut oleh pembentuk 
Undang-Undang atau dinyatakan tidak konstitusional oleh putusan Mahkamah berdasarkan 
permohonan yang diajukan dengan dalil ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945”. Semua 
pertimbangan dan amar putusan Mahkamah menyangkut pengujian konstitusionalitas Pasal 244 KUHAP 
dalam Putusan Nomor 56/PUU-IX/2011 tanggal 15 Maret 2012 mutatis mutandis menjadi pertimbangan 
dalam putusan a quo, sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan a quo;” 
 
[3.12.4] Bahwa dalam putusan Mahkamah Nomor 71/PUU-X/2012, tanggal 23 Oktober 2012, yang 
dimohonkan oleh Pemohon yang sama dalam permohonan a quo, pada paragraf [3.6], antara lain 
mempertimbangkan, “...menurut Mahkamah, permohonan Pemohon, baik antar dalil-dalil dalam posita 
maupun antara posita dan petitumnya terdapat pertentangan satu sama lain. Di satu pihak Pemohon 
mendalilkan Pasal 244 KUHAP tersebut tidak bermakna, di pihak lain Pemohon mendalilkan Pasal 244 
KUHAP bermakna, masing-masing dengan konsekuensi sebagaimana telah diuraikan di atas. Selain itu, 
apabila dalil dalam posita tersebut dikaitkan dengan petitum, maka antara dalil tersebut dan petitum 
juga bertentangan. Terlebih lagi Pemohon memohon supaya Putusan PN Lubuk Sikaping atas perkara 
Pemohon menjadi memiliki kekuatan hukum tetap. Atas dasar pertentangan-pertentangan antar dalil-
dalil dalam permohonan Pemohon dan antara dalil-dalil dalam posita dengan petitum, maka menurut 
Mahkamah, permohonan a quo kabur (obscuur libel). Oleh karena itu Mahkamah tidak perlu 
mempertimbangkan lebih lanjut tentang kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) 
Pemohon, dan pokok permohonan;” 
 
[3.13] Menimbang bahwa oleh karena terhadap pengujian Pasal 244 KUHAP baik keseluruhannya 
maupun frasa tertentu dalam pasal tersebut belum pernah dipertimbangkan pokok permohonannya, 
maka pokok permohonan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo akan dipertimbangkan 
sebagai berikut: 
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[3.13.1] Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menentukan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah 
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan 
oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa Mahkamah Agung adalah 
pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Sebagai 
pengadilan negara tertinggi dari keempat lingkungan peradilan tersebut, menjadi mutlak bahwa 
Mahkamah Agung memiliki kewenangan mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan dari keempat 
lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Meskipun demikian, pembentuk undang-undang telah 
membatasi kewenangan tersebut dengan menentukan antara lain dalam Pasal 67 KUHAP yang 
menyatakan, “Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan 
pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang 
menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”, 
dan Pasal 244 yang menegaskan, “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat 
terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat 
mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan 
bebas”. Apabila Pasal 67 KUHAP menentukan pengecualian untuk memohon pemeriksaan banding 
terhadap putusan tingkat pertama yang menyatakan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang 
menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat, 
maka Pasal 244 KUHAP mengecualikan permohonan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas. Kedua 
ketentuan tersebut sama sekali tidak memberikan upaya hukum biasa terhadap putusan bebas, yang 
berarti fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh 
pengadilan yang ada di bawahnya sama sekali ditiadakan; 
 
[3.13.2] Bahwa tanpa bermaksud melakukan penilaian atas putusan-putusan Mahkamah Agung, 
kenyataan selama ini menunjukkan bahwa terhadap beberapa putusan bebas yang dijatuhkan oleh 
pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, memang tidak diajukan permohonan banding [vide 
Pasal 67 KUHAP], akan tetapi diajukan permohonan kasasi dan Mahkamah Agung mengadilinya. 
Padahal, menurut ketentuan Pasal 244 KUHAP terhadap putusan bebas tidak boleh dilakukan upaya 
hukum kasasi. Hal itu mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam praktik karena terjadinya 
kontradiksi dalam implementasi pasal tersebut. Di satu pihak pasal tersebut melarang upaya hukum 
kasasi, namun di lain pihak Mahkamah Agung dalam praktiknya menerima dan mengadili permohonan 
kasasi terhadap putusan bebas yang dijatuhkan oleh pengadilan di bawahnya. Oleh karena itu, untuk 
menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, Mahkamah perlu 
menentukan konstitusionalitas Pasal 244 KUHAP khususnya frasa “kecuali terhadap putusan bebas”; 
 
[3.13.3] Bahwa putusan Mahkamah berdasarkan Pasal 47 UU MK memperoleh kekuatan hukum tetap 
sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Artinya, putusan tersebut tidak 
berlaku surut. Akan tetapi putusan-putusan Mahkamah Agung yang ada sebelumnya berkaitan dengan 
penerapan Pasal 244 KUHAP, Mahkamah perlu menegaskan bahwa Mahkamah tidak berwenang 
menguji suatu putusan pengadilan dalam hal ini putusan Mahkamah Agung yang telah berlaku mengikat 
sebagai hukum. Hal ini berarti bahwa putusan Mahkamah ini tidak membuat status hukum baru 
terhadap putusan Mahkamah Agung yang telah diputus sebelumnya. Selain itu berbeda dengan 
keputusan tata usaha Negara yang menggunakan klausula, “Apabila kemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya”, yang berarti suatu 
keputusan tata usaha negara dapat diubah oleh yang menerbitkannya, maka suatu putusan pengadilan 
hanya dapat diubah dengan putusan pengadilan yang berwenang; 
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[3.13.4] Bahwa Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menentukan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan 
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Dalam 
penegakan hukum dan keadilan, terkandung juga makna bahwa yang benar itu harus dinyatakan benar, 
dan yang salah itu harus dinyatakan salah. Dalam hubungan itu, putusan bebas yang dijatuhkan oleh 
pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung kemudian dimohonkan pemeriksaan kasasi, tidak 
boleh diartikan bahwa Mahkamah Agung pasti menyatakan terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana. Bisa 
saja Mahkamah Agung sependapat dengan pengadilan yang berada di bawahnya. Artinya terdakwa 
tetap dibebaskan dalam putusan kasasi. Dalam keadaan ini, berarti fungsi Mahkamah Agung sebagai 
pengadilan negara tertinggi tetap terselenggara, dan hukum serta keadilan tetap ditegakkan; 
 
[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah 
permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian. Adapun dalil-dalil permohonan 
Pemohon untuk selain dan selebihnya, menurut Mahkamah, tidak beralasan menurut hukum; 
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Bagian Kelima 

 

PUTUSAN Nomor 34/PUU-XI/2013 

 
Mencabut Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana 
 
 
 

 
Putusan Mahkamah 

 
1. Menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

 
2. Menyatakan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

 

 
Pertimbangan mahkamah  
 
[3.15] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan isu konstitusional tersebut, 
Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 
 
1. Alasan untuk dapat mengajukan PK sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP yang 

menyatakan, “Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar: 
a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah 

diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau 
putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima 
atau 

b. terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; 
c. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan 

tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, 
ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; 

d. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu 
kekeliruan yang nyata. 

 
Alasan tersebut pada umumnya terkait dengan hakikat dalam proses peradilan perkara pidana yang 
benar-benar pembuktiannya harus meyakinkan hakim mengenai kebenaran terjadinya suatu peristiwa 
(kebenaran materiil), yaitu suatu kebenaran yang di dalamnya tidak terdapat lagi keraguan. Pencarian 
kebenaran yang demikian dilatarbelakangi oleh sifat hukum pidana seperti dalam ungkapan, “bak 
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pedang bermata dua”. Artinya, hukum pidana dimaksudkan untuk melindungi manusia, tetapi dengan 
cara mengenakan pidana pada hakikatnya menyerang apa yang dilindungi dari manusia; 

 
2. Prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 meletakkan suatu prinsip bahwa setiap 

orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di 
dalamnya negara, untuk menghormatinya. 
Bahkan secara konstitusional, ketentuan konstitusional tentang HAM tersebut dalam perspektif 
historis-filosofis dalam pembentukan negara dimaksudkan untuk melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab (vide Pembukaan UUD 1945). Oleh 
karena itu, Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan 
pemenuhan terhadap HAM. [vide Pasal 28I ayat (4) UUD 1945]. Prinsip sebagaimana diuraikan di 
atas, terutama yang terakhir, melahirkan suatu prinsip yang lain bahwa proses peradilan dalam 
perkara pidana harus sampai pada kebenaran materiil, suatu kebenaran yang di dalamnya tidak 
terdapat lagi keraguan. Dari prinsip yang demikian lahir pula prinsip dalam proses peradilan pidana 
yaitu “lebih baik membebaskan orang yang bersalah daripada menjatuhkan pidana kepada 
seseorang yang tidak bersalah”. Di dalam ungkapan tersebut terdapat makna yang dalam, bahwa 
ketika pengadilan menjatuhkan putusan yang menyatakan seseorang bersalah dan karena itu dijatuhi 
pidana haruslah benar-benar didasarkan pada suatu fakta hukum yang diyakini sebagai suatu 
kebenaran. Kalau tidak demikian maka akan terjadi bahwa negara melalui pengadilan pidana telah 
melanggar HAM, padahal secara konstitusional negara melalui proses peradilan justru harus 
melindungi HAM [vide Pasal 24 ayat (1) UUD 1945]; 

 
3. Kewajiban negara untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang 

demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan 
perundang-undangan [vide Pasal 28I ayat (5) UUD 1945]. Hukum acara pidana merupakan 
implementasi dari penegakan dan perlindungan HAM sebagai ketentuan konstitusional dalam UUD 
1945. Hal demikian sesuai pula dengan prinsip negara hukum yang demokratis, yaitu due process of 
law; 
 

4. Terkait dengan penegakan dan perlindungan HAM yang juga merupakan hak konstitusional 
berdasarkan UUD 1945 maka dalam proses peradilan pidana yang dialami seseorang haruslah 
mendapatkan kepastian hukum yang adil [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945]. Dalam hal ini 
ditekankan bahwa kepastian hukum yang acapkali mendominasi suatu proses peradilan diberikan 
syarat yang fundamental, yaitu keadilan yang menjadi kebutuhan dasar bagi setiap insan, termasuk 
ketika menjalani proses peradilan. Karena itulah pentingnya diatur peninjauan kembali supaya 
setiap orang dalam proses peradilan pidana yang dijalaninya tetap dapat memperoleh keadilan, 
bahkan ketika putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dengan alasan tertentu yang 
secara umum terkait dengan keadilan;  

 

Berdasarkan ketiga alasan PK sebagaimana diuraikan di atas, terdapat satu alasan terkait dengan 
terpidana, sedangkan kedua alasan lainnya terkait dengan hakim sebagai pelaksana kekuasaan 
kehakiman. Alasan satu-satunya yang terkait dengan terpidana yaitu menyangkut peristiwa yang 
menguntungkan terpidana berupa keadaan baru (novum) yang manakala ditemukan ketika proses 
peradilan berlangsung putusan hakim diyakini akan lain [vide Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP]. Oleh 
karena itu dan karena terkait dengan keadilan yang merupakan hak konstitusional atau HAM bagi 
seseorang yang dijatuhi pidana, selain itu pula karena kemungkinan keadaan baru (novum) dapat 
ditemukan kapan saja, tidak dapat ditentukan secara pasti kapan waktunya maka adilkah manakala PK 
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dibatasi hanya satu kali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Apa sesungguhnya 
makna keadilan sebagai hak konstitusional bagi seseorang yang terpenuhinya merupakan kewajiban 
negara, jika negara justru menutupnya dengan ketentuan Pasal 268 ayat (3) KUHAP; 
 
[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah selanjutnya akan 
mempertimbangkan apakah dalil para Pemohon bahwa Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang menyatakan, 
“Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja” 
bertentangan dengan UUD 1945. Terhadap hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai 
berikut: 
 
[3.16.1] Bahwa upaya hukum luar biasa PK secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir 
demi melindungi kepentingan terpidana. Menurut Mahkamah, upaya hukum PK berbeda dengan 
banding atau kasasi sebagai upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa harus dikaitkan dengan prinsip 
kepastian hukum karena tanpa kepastian hukum, yaitu dengan menentukan limitasi waktu dalam 
pengajuan upaya hukum biasa, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentu akan 
melahirkan ketidakadilan dan proses hukum yang tidak selesai. Dengan demikian, ketentuan yang 
menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum biasa di samping terkait dengan kebenaran materiil 
yang hendak dicapai, juga terkait pada persyaratan formal yaitu terkait dengan tenggang waktu tertentu 
setelah diketahuinya suatu putusan hakim oleh para pihak secara formal pula. 
 
Adapun upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan 
tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar 
biasa (peninjauan kembali) hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya PK 
dan diputus, ada keadaan baru (novum) yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya 
belum ditemukan. Adapun penilaian mengenai sesuatu itu novum atau bukan novum, merupakan 
kewenangan Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan mengadili pada tingkat PK. Oleh karena itu, 
yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum luar biasa adalah sangat materiil atau substansial 
dan syarat yang sangat mendasar adalah terkait dengan kebenaran dan keadilan dalam proses peradilan 
pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan “Permintaan 
peninjauan kembali dilakukan atas dasar: 
 
a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah 
diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan 
lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap 
perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan; b. .... dst”; 
 
Karakter kebenaran mengenai peristiwa yang menjadi dasar dalam putusan perkara pidana adalah 
kebenaran materiil berdasarkan pada bukti yang dengan bukti-bukti tersebut meyakinkan hakim, yaitu 
kebenaran yang secara rasional tidak terdapat lagi keraguan di dalamnya karena didasarkan pada bukti 
yang sah dan meyakinkan. Oleh karena itu, dalam perkara pidana bukti yang dapat diajukan hanya 
ditentukan batas minimalnya, tidak maksimalnya. Dengan demikian, untuk memperoleh keyakinan 
dimaksud hukum harus memberikan kemungkinan bagi hakim untuk membuka kesempatan diajukannya 
bukti yang lain, sampai dicapainya keyakinan dimaksud; 
 
Sejalan dengan karakter kebenaran tersebut di atas, karena secara umum, KUHAP bertujuan untuk 
melindungi HAM dari kesewenang-wenangan negara, terutama yang terkait dengan hak hidup dan 
kebebasan sebagai hak yang sangat fundamental bagi manusia sebagaimana ditentukan dalam UUD 
1945 maka dalam mempertimbangkan PK sebagai upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUHAP 
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haruslah dalam kerangka yang demikian, yakni untuk mencapai dan menegakkan hukum dan keadilan. 
Upaya pencapaian kepastian hukum sangat layak untuk diadakan pembatasan, namun upaya 
pencapaian keadilan hukum tidaklah demikian, karena keadilan merupakan kebutuhan manusia yang 
sangat mendasar, lebih mendasar dari kebutuhan manusia tentang kepastian hukum; Kebenaran 
materiil mengandung semangat keadilan sedangkan norma hukum acara mengandung sifat kepastian 
hukum yang terkadang mengabaikan asas keadilan. Oleh karena itu, upaya hukum untuk menemukan 
kebenaran materiil dengan tujuan untuk memenuhi kepastian hukum telah selesai dengan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menempatkan status hukum terdakwa 
menjadi terpidana. Hal tersebut dipertegas dengan ketentuan Pasal 268 ayat (1) KUHAP yang 
menyatakan, “Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun 
menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut”. 
 
[3.16.2] Menimbang bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “Dalam menjalankan hak dan 
kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang 
dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan 
orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai 
agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”, menurut Mahkamah, 
pembatasan yang dimaksud oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut tidak dapat diterapkan untuk 
membatasi pengajuan PK hanya satu kali karena pengajuan PK dalam perkara pidana sangat terkait 
dengan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia. 
Lagi pula, pengajuan PK tidak terkait dengan jaminan pengakuan, serta penghormatan atas hak dan 
kebebasan orang lain dan tidak terkait pula dengan pemenuhan tuntutan yang adil sesuai dengan 
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang 
demokratis; 
 
[3.16.3] Menimbang bahwa benar dalam ilmu hukum terdapat asas litis finiri oportet yakni setiap 
perkara harus ada akhirnya, namun menurut Mahkamah, hal itu berkait dengan kepastian hukum, 
sedangkan untuk keadilan dalam perkara pidana asas tersebut tidak secara rigid dapat diterapkan 
karena dengan hanya membolehkan peninjauan kembali satu kali, terlebih lagi manakala ditemukan 
adanya keadaan baru (novum). Hal itu justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung 
tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan [vide Pasal 24 ayat 
(1) UUD 1945] serta sebagai konsekuensi dari asas negara hukum; 
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Bagian Keenam 
 

PUTUSAN Nomor 3/PUU-XI/2013 

 

Frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana, harus dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari.” 

 

 
Putusan Mahkamah 

 
1. Frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
sepanjang tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari”; 

 
2. Frasa “segera” dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “segera dan 
tidak lebih dari 7 (tujuh) hari”; 

 

 
Pendapat Mahkamah 
 
[3.13] Menimbang bahwa isu konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah, apakah frasa “segera” 
dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 karena telah menimbulkan 
ketidakpastian hukum, perlakuan diskriminasi dan bertentangan dengan asas persamaan kedudukan di 
hadapan hukum? 
 
[3.14] Menimbang bahwa terhadap isu konstitusional tersebut, menurut Mahkamah, walaupun seorang 
warga negara telah ditetapkan sebagai tersangka ataupun telah ditangkap karena suatu perbuatan 
tindak pidana, namun warga negara tersebut tetap memiliki hak konstitusioal yang dijamin oleh UUD 
1945. Seorang warga negara yang ditangkap dan kemudian ditahan oleh penyidik yang berwenang 
memiliki kepentingan untuk menyiapkan segala jenis pembelaan dan perlindungan hukum. Sangatlah 
penting bagi pihak keluarga tersangka untuk mengetahui keberadaan tersangka serta alasan 
penangkapan dan penahanan terhadap tersangka dalam waktu sesingkat mungkin untuk 
mempersiapkan segala bentuk perlindungan hukum bagi tersangka. Hal ini dijamin oleh UUD 1945. 
Menurut hukum acara pidana, setiap tersangka memiliki hak-hak yang diatur dalam Pasal 50 sampai 
dengan Pasal 68 KUHAP yang diantaranya adalah hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan 
diadili, hak mendapat bantuan hukum, serta hak untuk memilih penasihat hukum/advokat. 
Pemberitahuan kepada pihak keluarga tersangka adalah penting dan mendesak, salah satunya adalah 
dimaksudkan untuk mendukung tegaknya hak-hak tersebut. Lagipula, dengan pemberitahuan yang 
segera kepada keluarga tersangka dapat diperoleh kepastian apakah yang bersangkutan ditahan, diculik, 
atau hilang; 
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[3.15] Menimbang bahwa frasa “segera” pada pasal a quo dapat diartikan bahwa dalam hukum acara 
pidana, setelah dilakukan penangkapan terhadap tersangka, pemberitahuan kepada keluarga tersangka 
harus disampaikan dalam waktu yang singkat agar tersangka dapat segera mendapatkan hak-haknya. 
Apabila pemberitahuan tersebut tidak segera disampaikan maka berpotensi menimbulkan pelanggaran 
terhadap hak tersangka, karena keberadaan dan status hukum dari yang bersangkutan tidak segera 
diketahui oleh keluarga. Menurut Mahkamah, tidak adanya rumusan yang pasti mengenai lamanya 
waktu yang dimaksud dengan kata “segera” dalam pasal a quo dapat menyebabkan pihak penyidik 
menafsirkan berbeda untuk setiap kasus yang ditangani. Hal seperti ini dapat menimbulkan 
ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan oleh pihak penyidik; Bahwa menurut 
hukum acara pidana segala upaya paksa yang dilakukan dalam penyidikan maupun penuntutan oleh 
lembaga yang berwenang dapat dikontrol melalui lembaga praperadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 77 
sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Dalam ketentuan tersebut, tersangka memiliki hak untuk mengajukan 
praperadilan terhadap pelanggaran tertentu yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam proses 
penyidikan, yang di dalamnya termasuk penangkapan dan penahanan. Apabila ketentuan yang 
dipermasalahkan tidak memiliki rumusan yang jelas maka hal tersebut menjadi permasalahan norma, 
bukan lagi hanya permasalahan pelanggaran dalam implementasi norma. Berdasarkan hal tersebut, 
menurut Mahkamah, Pasal 18 ayat (3) KUHAP tidak memenuhi asas kepastian hukum yang adil karena 
dalam pelaksanaan menimbulkan penafsiran yang berbeda. Penafsiran yang berbeda oleh para penegak 
hukum selanjutnya dapat menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap tersangka, sehingga menurut 
Mahkamah, dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, namun demikian, apabila 
ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat maka 
justru dapat menghilangkan kewajiban penyidik untuk menyampaikan salinan surat perintah 
penangkapan tersebut, sehingga justru menimbulkan pelanggaran terhadap asas perlindungan hukum 
dan kepastian hukum. Oleh karena itu, demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah perlu menafsirkan 
mengenai frasa “segera” pada ketentuan Pasal 18 ayat (3) KUHAP; 
 
Bahwa menurut Mahkamah, dengan mempertimbangkan perkembangan dalam sarana dan prasarana 
telekomunikasi serta surat menyurat, jangka waktu yang patut bagi penyidik untuk menyampaikan 
salinan surat perintah penangkapan kepada keluarga tersangka adalah tidak lebih dari 3 x 24 jam sejak 
diterbitkan surat penangkapan tersebut. Walaupun demikian, dengan mempertimbangkan pula 
perbedaan jarak, cakupan dan kondisi geografis dari masing-masing wilayah di seluruh Indonesia, 
terdapat kemungkinan dibutuhkan jangka waktu yang lebih dari 3 x 24 jam untuk penyampaian salinan 
surat perintah penangkapan kepada para keluarga tersangka yang berada di wilayah administratif yang 
berbeda, atau berada di kota/kabupaten atau provinsi yang berbeda dengan tempat tersangka tersebut 
ditangkap dan/atau ditahan, oleh karena itu dibutuhkan penafsiran yang dapat diterapkan secara umum 
untuk mengakomodasi perbedaan kondisi tersebut dengan tetap mengutamakan kepastian hukum. 
Dalam hal ini, waktu 7 (tujuh) hari merupakan tenggat waktu yang patut untuk menyampaikan salinan 
surat perintah penahanan tersebut. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka sesuai dengan asas 
kepatutan dan kepastian hukum, frasa “segera” dalam rumusan Pasal 18 ayat (3) KUHAP yang 
menyatakan, “Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus 
diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.” haruslah dinyatakan 
bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari”; 
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Bagian Ketujuh 
 

PUTUSAN Nomor 69/PUU-X/2012 

 
 

Pasal 197 ayat (2) huruf “k” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana  bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang  tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) 

huruf k Undang-Undang a quo mengakibatkan putusan batal demi hukum; 
 
 

 
Putusan Mahkamah 

 
Menyatakan: 
1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 
2. Mahkamah memaknai bahwa: 
a. Pasal 197 ayat (2) huruf “k” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan 
Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang a quo mengakibatkan putusan batal demi hukum; 

b. Pasal 197 ayat (2) huruf “k” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, apabila diartikan 
surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-
Undang a quo mengakibatkan putusan batal demi hukum; 

c. Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209) selengkapnya menjadi, “Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, 
e, f, h, j, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”; 

 

 
Pendapat Mahkamah 
 
[3.10] Menimbang, setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama permohonan Pemohon, keterangan 
Pemerintah, keterangan DPR, keterangan ahli dari Pemohon, dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan 
oleh Pemohon, sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Mahkamah berpendapat sebagai 
berikut: 
 
[3.10.1] Menimbang bahwa prinsip dalam negara hukum adalah bahwa Negara maupun warga negara 
harus tunduk kepada hukum dalam menjalankan fungsi dan tugas masing-masing. Manakala terjadi 
pelanggaran hukum, maka hukum harus ditegakkan melalui mekanisme hukum yang telah ditetapkan 
secara demokratis (due process of law); Salah satu implementasi dari prinsip negara hukum adalah 
keharusan adanya proses peradilan yang adil (fair trial) sebagai forum ajudikasi guna menyelesaikan 
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secara adil terhadap setiap pelanggaran atau sengketa hukum yang terjadi antarwarga masyarakat 
maupun antara masyarakat dengan negara; Menjadi suatu prinsip pula bahwa putusan pengadilan harus 
dianggap benar (res judicata pro veritate habetur) sampai dengan adanya putusan pengadilan lain yang 
lebih tinggi yang berwenang yang membatalkan putusan tersebut. Oleh karena itu, salah satu prinsip 
negara hukum terkait dengan hal tersebut mensyaratkan adanya hak bagi pencari keadilan untuk 
mengajukan upaya hukum terhadap suatu putusan pengadilan; Berdasarkan prinsip-prinsip negara 
hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka ketika membaca putusan terkait dengan suatu upaya 
hukum terhadap suatu putusan pengadilan, tidak dapat dilepaskan dari putusan-putusan sebelumnya 
menurut hierarki pengadilan sesuai dengan kewenangan dalam upaya hukum dimaksud, baik upaya 
hukum biasa seperti banding dan kasasi, maupun upaya hukum luar biasa misalnya pemeriksaan kasasi 
demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali; 
 
Rumusan peraturan perundang-undangan yang di dalamnya mengandung materi muatan hukum, 
terlebih lagi yang terkait dengan hukum pidana baik mengenai hukum materiil maupun hukum formil, 
haruslah merupakan rumusan yang jelas, tegas, tidak mengandung ambiguitas, dan tidak multitafsir, 
sehingga tidak kontraproduktif dengan tujuannya, yang salah satunya, adalah untuk memberikan 
perlindungan terhadap hak asasi manusia. Oleh karenanya, rumusan tersebut haruslah memenuhi 
prinsip lex scripta, lex certa, dan lex stricta; Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas maka 
persoalan konstitusional yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah, apakah frasa “perintah supaya 
terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan” dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k dan frasa 
“batal demi hukum” dalam Pasal 197 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 bersifat multitafsir sehingga 
berakibat terlanggarnya prinsip negara hukum [vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945] yang antara lain adalah 
prinsip due process of law, kepastian hukum yang adil [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], dan dapat 
menimbulkan rasa takut bagi seseorang untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu [vide Pasal 
28G ayat (1) UUD 1945]? 
 
[3.10.2] Menimbang bahwa Indonesia sebagai negara hukum [vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945] telah 
mengatur dan menjamin bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya [vide 
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan dalam konsiderans (Menimbang) huruf a UU No. 8 Tahun 1981]. Dalam 
rangka pembangunan hukum nasional, pembentuk Undang-Undang membentuk UU No. 8 Tahun 1981 
dengan maksud, antara lain, supaya masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk 
meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-
masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, 
ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945 [vide konsiderans (Menimbang) huruf c UU No 8 Tahun 1981]. Untuk 
melaksanakan amanah konsiderans (Menimbang) huruf c UU No. 8 Tahun 1981 tersebut, Pasal 2 ayat (4) 
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, 
selanjutnya disebut UU KK] mengatur bahwa, “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya 
ringan” dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga 
kemandirian peradilan, yaitu bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk 
tekanan, baik fisik maupun psikis [vide Pasal 3 ayat (1) UU KK beserta Penjelasannya]; 
 
Berdasarkan ketentuan di atas, menurut Mahkamah, Pasal 197 ayat (1) huruf k UU No. 8 Tahun 1981 
secara formal merupakan ketentuan yang bersifat imperative atau mandatory kepada pengadilan, dalam 
hal ini hakim yang mengadili, yang manakala pengadilan atau hakim tidak mencantumkannya dalam 
putusan yang dibuatnya, maka akan menimbulkan akibat hukum tertentu. Meskipun demikian, menurut 



27 
 

Mahkamah, secara materiil-substantif kualifikasi imperative atau mandatory-nya seluruh ketentuan 
dalam Pasal 197 ayat (1) a quo tidaklah dapat dikatakan sama atau setingkat, terlebih lagi manakala 
membacanya dikaitkan dengan pasal-pasal lain sebagai satu kesatuan sistem pengaturan. Hal ini 
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981 bahwa, “Tidak dipenuhinya ketentuan 
dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum”, 
namun dalam Penjelasannya dinyatakan, “Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f dan h, apabila terjadi 
kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau 
pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.” Dengan demikian maka, apabila suatu 
putusan pemidanaan tidak mencantumkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf g dan huruf i karena tidak 
disebutkan dalam Pasal 197 ayat (2), serta terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan atau 
pengetikan materi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) yang mengecualikan huruf a, e, f, 
dan h, maka tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Oleh karenanya, secara materiil-
substantif kualifikasi imperative atau mandatory dari keseluruhan ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) a 
quo tidaklah dapat dikatakan sama atau setingkat; 
 
[3.10.3] Menimbang bahwa alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 mengakui bahwa negara berdasar atas Ketuhanan 
Yang Maha Esa. Konsekuensi dari kedua ketentuan tersebut adalah pengakuan, bahwa hanya Tuhan 
Yang Maha Esa yang sempurna, yang tidak akan keliru, apalagi pura-pura keliru; Perintah supaya 
terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan sebagai salah satu yang harus termuat 
dalam putusan pemidanaan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k UU No. 8 
Tahun 1981, yang menurut Pasal 197 ayat (2) tanpa mencantumkan perintah tersebut menyebabkan 
putusan batal demi hukum, adalah ketentuan yang mengingkari kemungkinan hakim sebagai hamba 
Tuhan yang tidak sempurna yang dapat membuat kekeliruan, baik disengaja maupun tidak disengaja, 
dengan tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau 
dibebaskan; Setelah secara materiil termuat dalam putusan tentang identitas terdakwa, dakwaan, 
pertimbangan mengenai fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan 
dalam sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa, tuntutan pidana, pasal peraturan 
perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan 
meringankan terdakwa, pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur 
dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang 
dijatuhkan, keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan 
itu jika terdapat surat otentik dianggap palsu, hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama 
hakim yang memutus, dan nama panitera tetapi hakim tidak mencantumkan perintah supaya terdakwa 
ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan, lalu hal tersebut menyebabkan putusan batal demi 
hukum, menurut Mahkamah, hal tersebut adalah suatu bentuk pengingkaran atas kelemahan manusia 
sebagai hamba Tuhan yang tidak sempurna. Sungguh sangat ironis, bahwa terdakwa yang sudah 
dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana lalu putusannya tidak dapat dieksekusi hanya oleh karena tidak 
mencantumkan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan yang 
sesungguhnya merupakan substansi ikutan dari adanya putusan yang menyatakan terdakwa bersalah 
dan penjatuhan pidana terhadapnya; 
 
Bahwa ketika dalam perkara pidana yang harus dibuktikan adalah kebenaran materiil, dan saat 
kebenaran materiil tersebut sudah terbukti dan oleh karena itu terdakwa dijatuhi pidana, namun karena 
ketiadaan perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan yang 
menyebabkan putusan batal demi hukum, sungguh merupakan suatu ketentuan yang jauh dari substansi 
keadilan, dan lebih mendekati keadilan prosedural atau keadilan formal semata; Jikalau perkara yang 
dampaknya tidak meluas, misalnya penghinaan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa yang dapat 



28 
 

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya lalu dijatuhi pidana akan tetapi dalam putusan hakim tidak 
mencantumkan supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau dibebaskan, kemudian 
putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum, mungkin tidak terlalu merugikan kepentingan umum 
karena hanya merugikan pihak korban yang dihina. Akan tetapi seandainya perkara tersebut memiliki 
dampak yang sangat luas seperti merugikan perekonomian negara, dan masyarakat bangsa secara masif, 
misalnya perkara korupsi, perkara narkotika, atau perkara terorisme, yang telah terbukti dilakukan 
terdakwa, lalu terdakwa dijatuhi pidana kemudian putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum 
hanya karena tidak memuat perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan, atau 
dibebaskan maka putusan semacam itu akan sangat melukai rasa keadilan masyarakat; Selain faktor 
tidak adanya perintah sebagaimana dijelaskan di atas, tidak dicantumkannya perintah penahanan di 
dalam surat putusan pemidanaan dapat saja terjadi karena disengaja dengan itikad buruk untuk 
memberi kesempatan kepada terpidana untuk melakukan langkah-langkah membebaskan diri, misalnya, 
hakim yang bersangkutan dapat saja berpura-pura lupa mencantumkan perintah supaya terdakwa 
ditahan, tetap dalam tahanan, atau dibebaskan sehingga putusan tersebut dinyatakan batal demi 
hukum yang kemudian membawa konsekuensi bahwa terdakwa dapat menuntut rehabilitasi dan ganti 
kerugian kepada negara padahal telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, serta menimbulkan 
kerugian bagi masyarakat, sehingga akhirnya mendapat rehabilitasi dan ganti kerugian, tentunya hal ini 
semakin melukai rasa keadilan masyarakat;  
 
Memang benar bahwa dalam suatu amar putusan pidana tetap perlu ada suatu pernyataan bahwa 
terdakwa tersebut ditahan, tetap dalam tahanan, atau dibebaskan sebagai bagian dari klausula untuk 
menegaskan materi amar putusan lainnya yang telah menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan harus 
dijatuhi pidana, namun ada atau tidak adanya pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk 
mengingkari kebenaran materiil yang telah dinyatakan oleh hakim dalam amar putusannya; 
 
[3.10.4] Menimbang bahwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981 adalah 
benar bahwa putusan yang dinyatakan batal demi hukum adalah putusan yang sejak semula dianggap 
tidak pernah ada (never existed) sehingga tidak mempunyai kekuatan apapun (legally null and void, 
nietigheid van rechtswege). Namun demikian harus dipahami bahwa suatu putusan pengadilan haruslah 
dianggap benar dan sah menurut hukum dan oleh karenanya mengikat secara hukum pula terhadap 
pihak yang dimaksud oleh putusan tersebut sebelum ada putusan pengadilan lain yang menyatakan 
kebatalan putusan tersebut. Terlebih lagi manakala terjadi sengketa terhadap adanya kebatalan 
mengenai putusan, sesuai dengan arti positif dari mengikatnya suatu putusan hakim (res judicata pro 
veritate habetur). Terkait dengan uraian tersebut maka hal yang telah pasti adalah putusan tersebut sah 
dan mengikat. Adanya kebatalan mengenai putusan yang meskipun didasarkan pada sesuatu norma 
yang menurut Pemohon cukup terang benderang, namun secara hukum harus dianggap tidak demikian, 
karena untuk kebatalannya masih diperlukan suatu putusan. Sesuatu yang tidak atau belum jelas tidak 
dapat menggugurkan eksistensi sesuatu yang telah jelas. Dalam rangka perlindungan terhadap hak asasi 
manusia, prinsip negara hukum memberi peluang untuk melakukan upaya hukum berupa perlawanan 
atau banding atau kasasi atau peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan [vide Pasal 1 angka 12 
UU 8/1981] hingga melakukan pengawasan dan pengamatan guna memperoleh kepastian bahwa 
putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya [vide Pasal 280 ayat (1) UU 8/1981]; 
 
[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan untuk menjamin adanya 
kepastian hukum yang adil [vide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945] serta untuk menghindari kesewenang-
wenangan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang berpotensi 
memunculkan ancaman ketakutan bagi seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu [vide Pasal 
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28G ayat (1) UUD 1945], menurut Mahkamah, dalil-dalil permohonan Pemohon terkait Pasal 197 ayat 
(1) huruf k juncto Pasal 197 ayat (2) UU 8/1981 tidak beralasan menurut hukum; 
 
[3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum 
sepanjang permohonan penafsiran seperti yang dimohonkan, padahal ketentuan Pasal 197 ayat (2) 
huruf “k” tersebut memang tidak sejalan dengan upaya pemenuhan kebenaran materiil dalam 
penegakan hukum pidana maka demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah memberikan makna 
bahwa Pasal 197 ayat (2) huruf “k” tersebut bertentangan dengan UUD 1945 apabila diartikan surat 
putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k UU 8/1981 
mengakibatkan putusan batal demi hukum; 
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Bagian Kedelapan 
 

PUTUSAN Nomor 21/PUU-XII/2014 

 
Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan  “bukti yang cukup” adalah minimal dua 

alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana, Pasal 11 huruf a termasuk penetapan tersangka penggeledahan dan penyitaan, Pasal 77 huruf 

a termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan 
 

 
Putusan Mahkamah 

 
1.1 Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan  “bukti yang cukup” sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang No 8 tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaga Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaga 
Negara Republik Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang 
cukup” dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 
Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 

 
1.2 Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang No mor 8 tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara  Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaga 
Negara Republik Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak 
dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah 
minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana  

 
1.3 Pasal 11 huruf a Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara  

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaga Negara Republik Nomor 3209) bertentangan dengan 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk 
penetapan tersangka penggeledahan dan penyitaan; 

 
1.4 Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga 

Negara  Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaga Negara Republik Nomor 3209) tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, 
penggeledahan dan penyitaan; 

 

Pertimbangan Mahkamah 

Sebagai usaha untuk mengurangi penggunaan kewenangan yang berlebihan dari penyidik atau penuntut 
umum dalam melakukan penahanan…; …. penahanan oleh penyidik atau penuntut umum harus 
didasarkan atas pertimbangan yang cukup rasional dan tidak dengan serat merta saja dilakukan 
penahanan yang hanya didasarkan keinginan subjektif semata dari penyidik atau penuntut umum…; … 
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keberadaan Pasal 21 ayat (1) KUHAP tidak dapat dilepaskan dengan adanya Pasal 77 KUHAP. Pasal 21 
ayat (1) KUHAP dari aspek norma cukup untuk mempertemukan dua kepentingan, yaitu kepentingan 
umum untuk menegakkan ketertiban, serta kepentingan individu yang harus dilindungi hak asasinya, hal 
demikian diperkuat lagi dengan adanya pranata praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 
KUHAP…”  

Oleh karena itu, pertimbangan putusan tersebut mutatis mutandis berlaku pula untuk permohonan 
Pemohon a quo. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon dalam permohonan a quo tidak 
beralasan menurut hukum; 

[3.16] Menimbang terhadap dalil Pemohon bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 
ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 apabila tidak dimaknai mencakup sah atau 
tidak sahnya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat, Mahkamah 
berpendapat: 

1. Mengenai penetapan tersangka, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 

a. Sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.14] bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 
1945 menegaskan bhwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, asas due process of 
law sebagai salah satu perwujudan pengakuan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana, 
khususnya bagi tersangka, terdakwa, maupun terpidana dalam mempertahankan haknya secara 
seimbang. Oleh karena itu, negara terutama Pemerintah, berkewajiban untuk memberikan 
perlindugan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan terhadap HAM [vide Pasal 28I ayat (4) UU 
1945]. KUHAP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan 
sejumlah hak tersangka/terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi 
manusia. 
 

b. Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan 
demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan pada 
Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu 
membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaa perdamaian abadi dan keadilan 
sosial. Rakyat Indonesia harus merasa aman dari berbagai ancaman dan bahaya yang datang, rasa 
aman yang diberikan oleh negara kepada rakyat tidak hanya ditujukan bagi mereka yang benar saja, 
akan tetapi bagi mereka yang melakukan kesalahan ataupun bagi mereka yang diduga melakukan 
kesalahan juga berhak memperoleh jaminan rasa aman terhadap diri mereka. 
 

c. Sistem yang dianut dalam KUHAP adalah akusatur, yaitu tersangka atau terdakwa diposisikan 
sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat dan kedudukan yang sama di hadapan 
hukum. Dalam rangka melindungi hak tersangka atau terdakwa, KUHAP memberikan mekanisme 
kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntut umum melalui 
pranata praperadilan. 
 

d. Berkenaan dengan kebebasan seseorang dari tindakan penyidik. International Covenant on Civil and 
Political Rights yang telah diratifikasi dengan Undang-undang No  12 tahun 2005 tentang 
Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights  (Konvenan Internasional tentang 
Hak-hak Sipil dan Politik) menyatakan dalam article 9: 
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1. Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be subjected to arbitrary 
arrest or detention. No one shall be deprived of his liberty except on such grounds and in 
accordance with such procedure as are established by law  

2. Anyone who is arrested shall be informed, at the time of arrest, of the reasons for his arrest and 
shall be promptly informed of any charges against him. 

3. Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or 
other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a 
reasonable time or to release. It shall not be the general rule that persons awaiting trial shall be 
detained in custody, but release may be subject to guarantees to appear for trial, at any other 
stage of the judicial proceedings, and, should occasion arise, for execution of the judgement. 

4. Anyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be entitled to take proceedings 
before a court, in order that that court may decide without delay on the lawfulness of his 
detention and order his release if the detention is not lawful. 

5. Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have an enforceable right 
to compensation. 

 
e. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, pertanyaan yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah 

apakah selain yang ditetapkan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP seperti penetapan tersangka dapat 
dijadikan objek praperadilan? 
 

f. Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 KUHAP menentukan bahwa praperadilan memliki kewenangan 
untuk memeriksa dan memutus 
1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan, atas permintaan tersangka atau 

keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan 
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan yang 

berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan dan 
3. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau 

kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan 
 

g. KUHAP tidak memiliki check and balance system atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik 
karena KUHAP tidak mengenal mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti dan tidak 
menerapkan prinsip pengecualian (exclusionary) atas alat bukti yang diperoleh secara tidak sah 
seperti di Amerika Serikat. Contoh mekanisme pengujian terhadap keabsahan perolehan alat bukti 
dapat dilihat dalam kasus Dominique Straus Kahn yang dituduh melakukan perkosaan terhadap 
Nafissatou Diallo di Hotel Manhattan New York pada tahun 2011. Kasus tersebut akhirnya 
dibatalkan pada Agustus 2011 di Magistrates Court New York, setelah adanya keraguan terhadap 
kredibilitas saksi korban, termasuk kesaksiannya yang tidak konsisten tentang apa yang terjadi. Hal 
yang melatarbelakangi alat bukti harus diuji keabsahan perolehannya. Menurut Paul Roberst dan 
Adrian Zuckerman, ada tiga prinsip yang mendasari perlunya mekanisme pengujian atas keabsahan 
perolehan alat bukti, yaitu pertama, rights protection by the state. Hak tersebut lahir karena 
terkadang upaya dari penyilidik atau penyidik dalam menemukan alat bukti dilakukan dengan 
melanggar hak asasi calon tersangka atau terdakwa. Dalam rangka mengembalikan atau 
mempertahankan hak yang sudah dilanggar maka diperlukan seuatu mekanisme pengujian 
perolehan alat bukti untuk mengetahui dan memastikan apakah alat bukti tersebut sudah benar-
benar diambil secara sah. Kedua, deterrence (disciplining the police) pengesampingan atau 
pengecualian alat bukti yang diambil atau diperoleh secara tidak sah, akan mencegah/menghalangi 
para penyidik maupun penuntut umum mengulangi kembali kesalahan mereka di masa mendatang. 
Apabila hakim secara rutin mengecualikan/mengesampingkan alat bukti yang didapat secara tidak 
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sah tersebut, maka hal itu menjadi pesan yang sangat jelas kepada aparat penegak hukum bahwa 
tidak ada manfaat yang bisa diambil dari melanggar hukum, kemudian motivasi dari aparat untuk 
melanggar hukum akan menurun drastis. Ketiga, the legitimacy of the verdict. Dalam proses acara 
pidana diperlukan suatu sistem yang dapat dipercaya sehingga masyarakat yakin terhadap sistem 
hukum atau sistem peradilannya. Apabila hakim sudah terbiasa memaklumi aparat penyidik dan 
penuntut umum dalam menyajikan alat bukti yang didapat secara tidak sah, maka sistem hukum 
tersebut akan diragukan legitimasinya dan masyarakat akan segera mengurangi rasa hormatnya. 
[Paul Roberts and Adrian Zuckerman, Criminal Evidence (New York: Oxford University, Press Inc, 
reprinted 2008), hal 149-159]. Dengan demikian, terlihat bahwa Hukum Acara Pidana Indonesia 
belum menerapkan prinsip due process of law secara utuh, oleh kerena tindakan aparat penegak 
hukum dalam mencari dan menemukan alat bukti tidak dapat dilakukan pengujian keabsahan 
perolehannya. 
 

h. Bahwa hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan 
mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan 
perlindungan hak asasi manusia, sehingga pada zamannya aturan tentang praperadilan dianggap 
sebagai bagian dari mahakarya KUHAP. Namun demikian, dalam perjalanannya ternyata lembaga 
praperadilan tidak dapat berfungsi secara maksimal karena tidak mampu menjawab permasalahan 
yang ada dalam proses pra-ajudikasi. Fungsi pengawasan yang diperankan pranata praperadilan 
hanya bersifat post facto sehingga tidak sampai pada penyidikan dan pengujiannyua hanya bersifat 
formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi 
pengadilan. Hal itu justru menyebabkan praperadilan terjebak hanya pada hal-hal yang bersifat 
formal dan sebatas masalah administrasi sehingga jauh dari hakikat keberadaan pranata 
praperadilan. 
 

i. Bahwa pada saat KUHAP diberlakukan pada tahun 1981, penetapan tersangka belum menjadi isu 
krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Upaya paksa pada masa itu secara 
konvensional dimaknai sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan dan penuntutan , namun 
pada masa sekarang bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi 
yang salah satu bentuknya adalah “penetapan tersangka oleh penyidik” yang dilakukan oleh negara 
dalam bentuk pemberian label atau status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk 
melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan keadilan dan kemanfaatan 
secara bersamaam sehingga jika kehidupan sosial semakin kompleks maka hukum perlu lebih 
dikonkretkan secara ilmiah dengan menggunakan bahasa yang lebih baik dan sempurna (Shidarta, 
2013: 207-214). Dengan kata lain, prinsip kehati-hatian haruslah dipegang teguh oleh penegak 
hukum dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka 
 

j. Bahwa untuk memenuhi maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses 
praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai 
tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan (vide pertimbangan hukum 
Mahkamah dalam Putusan Nonmor 65/PUU-IX/2011, bertanggal 1 Mei 2012, juncto Putusan 
Mahkamah Nomor 78/PUU-XI/2013, bertanggal 20 Februari 2014), serta dengan memperhatikan 
nilai-nilai hak asasi manusia yang termaktub dalam Bab XA UU 1945, maka setiap tindakan penyidik 
yang tidak memegang teguh prinsip kehati-hatian dan diduga telah melanggar hak asasi manusia 
dapat dimintakan perlindungan kepada pranata praperadilan, meskipun hal tersebut dibatasi secara 
limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 huruf a KUHAP. Padahal, penetapan 
tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan 
sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang. Bahwa 
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Pasal 77 huruf a KUHAP salah satunya mengatur tentang sah atau tidak sahnya penghentian 
penyidikan. Sementara itu, penyidikan itu sendiri menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah 
serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 
 

k. Betul bahwa apabila Pasal 1 angka 2 KUHAP dilakukan secara ideal dan benar maka tidak diperlukan 
pranata praperadilan. Namun permasalahannya adalah bagaimana ketika tidak dilakukan secara 
ideal dan benar, dimana seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka memperjuangkan 
haknya dengan ikhtiar hukum bahwa ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi 
tersangka. Padahal oleh UUD 1945 setiap orang dijamin haknya untuk mendapatkan pengakuan, 
jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakukan yang sama di hadapan 
hukum. Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan 
perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik 
merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. 
Hak tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik 
yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal 
dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan 
yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka 
tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan 
adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah 
hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka 
sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana 
memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat dan kedudukan yang 
sama di hadapan hukum 
 
Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai 
penetapan tersanghka menjadi objek yang diadili oleh pranata praperadilan adalah beralasan 
menurut hukum; 

 
2. Sepanjang menyangkut penggeledahan dan penyitaan, Mahakamah dalam Putusan Nomor 65/PUU-
IX/2011, bertanggal 1 Mei 2012 yang mengadili dalam kaitannya dengan Pasal 83 ayat (2) KUHAP, antara 
lain, mempertimbangkan, “…salah satu pengaturan kedudukan yang sama di hadapan hukum yang 
diatur dalam KUHAP tersebut adalah adanya sistem praperadilan sebagai salah satu mekanisme kontrol 
terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam 
melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan 
dan penghentian penuntutan, baik yang disertai  dengan permintaan ganti kerugian dan/atau 
rehabilitasi atau pun tidak. Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam 
proses praperadilan aldah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai 
tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Dengan demikian dibuatnya 
sistem praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah kepentingan 
pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan 
(vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Kehadiran KUHAP dimaksudkan untuk mengoreksi pengalaman 
praktik peradilan masa lalu, di bawah aturan HIR, yang tidak sejalan dengan perlindungan dan 
penegakan hak asasi manusia. Selain itu KUHAP memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia 
bagi tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum…” 

Dengan pertimbangan di atas, secara implisit Mahkamah sesungguhnya sudah menyatakan 
pendapatnya bahwa penggeledahan dan penyitaan merupakan bagian dari mekanisme kontrol terhadap 
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kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dan karenanya termasuk 
dalam ruang lingkup praperadilan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon mengenai penggeledahan 
dan penyitaan beralasan menurut hukum. 

 
3. Adapun mengenai pemeriksaan surat seperti yang didalilkan Pemohon agar masuk dalam ruang 
lingkup kewenangan pranata praperadilan, menurut Mahkamah, pemeriksaan surat tersebut 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tindakan penggeledahan dan penyitaan, sehingga 
pertimbangan Mahkamah pada angka 2 di atas berlaku pula terhadap dalil Pemohon aquo 

[3.17] Menimbang terhadap frasa “sebakilnya dalam hal tidak dapat diterima atau hakim berpendapat 
hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan” dalam Pasal 156 
ayat (2) KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 
1945, Mahkamah berpendapat bahwa membaca Pasal 156 ayat (2) KUHAP khsusunya frasa “sebaliknya 
dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapt diputus setelah selesai 
pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan” tidak dapat dilepaskan dari ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP 
yang menyatakan, “Dalam hal terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa 
pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat 
dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan 
pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan” 

Dari ketentuan tersebut maka yang diputus oleh hakim adalah mengenai i) kewenangan pengadilan 
untuk mengadili perkara, ii) dakwaan tidak dapat diterima dan iii) surat dakwaan harus dibatalkan. 
Apabila keberatan tersebut diterima oleh hakim maka perkara tidak dilanjutkan namun apabila 
keberatan tersebut tidak diterima oleh hakim maka perkara tersebut dilanjutkan untuk diperiksa. 
Dengan demikian, tidak ada yang salah dengan frasa dimaksud. 

Adapun yang didalilkan oleh Pemohon bahwa frasa tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa, 
menurut Mahkamah, ketentuan tersebut merupakan hal yang wajar dan tidak ada keterkaitan dengan 
ketidakadilan, karena pengajuan banding tidak menghentikan pemeriksaan pokok perkara melainkan 
hanya banding terhadap putusan sela yang berkaitan dengan proses pemeriksaan kecuali eksepsi 
mengenai kompetensi absolut. Dalam hal eksepsi mengenai kompetensi absolut dikabulkan, apabila ada 
permohonan pemeriksaan banding maka berkas perkaranya dikirim terlebih dahulu ke tingkat banding. 
Apalagi yang dimohonkan banding bukan mengenai pokok perkara tentang seseorang bersalah atau 
tidak bersalah. 

Perkara pidana berkaitan erat dengan hak asasi manusia, sehingga makin cepat seseorang disidangkan 
maka makin cepat pula seseorang tersebut diputuskan bersalah atau tidak bersalah. Jika frasa tersebut 
dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 justru tidak sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang 
adil yang dijamin oleh UUD 1945 karena proses hukum terhadap terdakwa menjadi tertunda. Hal 
tersebut menurut Mahkamah tidak sesuai dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya 
ringan sebagaimana termuat dalam Pasal 4 yat (2) UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan diatas, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo tidak 
beralasan menurut hukum; 

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah pokok 
permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian 
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Bagian Kesembilan  
 

PUTUSAN Nomor 130/PUU-XIII/2015 

 

Pasal 109 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengikat 
sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyidik 

wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut 
umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya 

surat perintah penyidik” 

 

 
Putusan Mahkamah 

 
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian; 
2. Menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3209) bertentangan dengan Udang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 secara bersyarat 
dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “penyidik memberitahukan hal itu 
kepada penuntut umum” tidak dimaknai “penyik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat 
perintah dimaulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapir dan korban/pelapor dalam waktu 
paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidik”.  

 

 

Pertimbangan Mahkamah  
 
[3.14] 3. Apakah benar Pasal 109 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak 
maknai “wajib memberitahukan telah dimulainya penyidikan dalam jangka waktu satu hari setelah 
dikeluarkanya surat perintah penyidikan dan mengakibatkan penyidikan menjadi batal demi hukum 
tanpa pemberitahuna penyidikan kepada penuntut umum” 
 
[3.19] Menimbang, para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menyatakan 
“Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, 
penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”, bertentangan dengan UUD 1945 dan 
dinyatakan tidak mrmpunyai kekuatan huku mengikat sepanjang tidak dimaksnai “wajib 
memberitahukan telah dimulainya penyidikan dalam jangka waktu satu hari setelah dikeluarkannya 
surat perintah penyidikan dan mengakibatkan penyidikan menjadi batal demi hukum tanpa 
pemberitahuan penyidikan kepada penuntut umum”. 
 
Terhadap dalil permohonan para Pemohon a quo Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 
a. Prapenuntutan sebagai mekanisme koordinasi penyidik dan jaksa penuntut umum yang diwajibkan 

oleh KUHAP memang seringkali mengalami kendala khususnya terkait dengan seringnya penyidik 
tidak membrikan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) maupun mengembalikan berkas 
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secara tepat waktu. Hal tersebut jelas berimplikasi terhadao kerugian bagi terlapor menjadi tidak 
pasti dikarenakan mekanisme yang tidak tegas dan jelas. Hal tersebut berimbas pada tidak adanya 
kepastian hukum terhadap ssebuah perkara tindak pidana yang merugikan terlapor dan 
korban/pelapor dalam mencari kepastian hukum serta tidak sesuai dengan asas peradilan cepat, 
sederhana, baiya ringan yang ada dalam KUHAP 
 

b. Adanya keterlambatan mengirimkan SPDP dari penyidik kepada jaksa penuntut umum dan tidak 
adanya batasan yang jelas kapan pemberitahuan tentang dimulainya penyidikan itu harus 
disampaikan kepada jaksa penuntu umum menyebabkan tidak adanya kepastian hukum terkait 
penanganan perkara tersebut. Menurut Mahkamah, penyampaian SOP kepada jaksa penuntut 
umum adalah kewajiban penyidik untuk menyampaikannya sejak dimulainya proses penyidikan, 
sehingga proses penyidikan tersebut adalah berada dalam pengendalian penuntut umum dan dalam 
pemantauan terlapor dan korban/pelapor. Fakta yang terjadi selama ini dalam hal pemberian SPDP 
adalah kadangkala SPDP baru disampaikan setelah penyidikan berlangsung lama. Adanya alasan 
tertundanya pernyampaian SPDP karena terkait dengan kendala teknis, menurut Mahkamah, hal 
tersebut justru dapat menyebabkan terlanggarnya asas due process of law sebagaimana dijamin 
dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 

 
Mahkamah berpendapat, tertundanya penyampaian SPDP oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum 
bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum akan tetapi juga merugikan hak konstitusional terlapor 
dan korban/pelapor. Oleh karena itu penting bagi Mahkamah untuk menyatakan bahwa pemberian 
SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan 
korban/terlapor. Alasan Mahkamah tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap terlapor 
yang telah mendapatakan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan 
pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampinginya, sedangkan bagi 
korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang 
diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya. 

 
Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah dalil permohonan para Pemohon bahwa SPDP 
tersebut bersifat wajib adalah beralasan menurut hukum. Sifat wajib tersebut bukan hanya dalam 
kaitannya dengan jaksa penuntut umum akan tetapi juga dalam kaitannya dengan terlepor dan 
korban/pelapor. Adapun tentang batasan waktunya, Mahkamah memepertimbangkan bahwa waktu 
paling lambat 7 (tujuh) hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/menyelesaikan hal 
tersebut. 
 
Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan 
para Pemohon tentang pasal a quo beralasan menurut hukum untuk sebagian. 
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Profil Penyusun 

Supriyadi Widodo Eddyono, Advokat Hak Asasi manusia. Saat ini menjabat sebagai Peneliti senior, dan 

Direktur Komite Eksekutif di ICJR 
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Profil Institute for Criminal Justice Reform 

 

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang 

memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi 

hukum pada umumnya di Indonesia. 

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi 

hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis.  Di masa lalu hukum pidana dan 

peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga 

untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat 

kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan 

menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum 

pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini. 

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis 

guna menjawab tantangan baru itu.  Suatu grand design bagi reformasi sistem peradilan pidana dan 

hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki 

tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun the Rule of Law, dan penghormatan terhadap 

hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan 

terhadap konsep the Rule of Law. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada 

perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan “conditio sine quo non” dengan proses 

pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini. 

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih 

efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. 

Institutefor Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah 

tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap the Rule of Law dan 

secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan 

kehadiran ICJR 

Sekretariat: 

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 

Jln. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu,  

Jakarta Selatan, Indonesia - 12510 

Phone/Fax. (+62 21) 7945455 

Email: infoicjr@icjr.or.id   

http://icjr.or.id | @icjrid 
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Profil Pantau KUHAP 

Dalam pembahasan sebuah Rancangan Undang–Undang, Pemerintah dan DPR memerlukan keterlibatan 
dan partisipasi aktif dari masyarakat untuk memberikan masukan pada setiap pembahasan yang 
dilakukan antara Pemerintah dan DPR. 
 
Di DPR sendiri ada forum yang dikenal dengan nama Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan/atau Rapat 
Dengar Pendapat Umum (RDPU). Kedua forum ini digunakan oleh para wakil rakyat untuk menjaring 
masukan dari masyarakat mengenai suatu Rancangan Undang – Undang yang sedang dibahas. Selain 
melalui forum di DPR, para anggota DPR juga sering mengadakan audiensi atau rapat – rapat di daerah – 
daerah seluruh Indonesia. 
 
Namun mekanisme ini sangat terbatas dan berbiaya mahal, serta sangat mungkin tidak terjangkau oleh 
banyak kalangan masyarakat. Masyarakat akan kesulitan untuk setiap waktu mengajukan usulan 
perubahan dan perbaikan terhadap suatu legislasi yang disebabkan oleh berbagai hal yang umumnya 
adalah soal jarak, waktu, dan biaya. 
 
Situs pantaukuhap.id menjadi bagian untuk melengkapi proses pembahasan yang umumnya dilakukan 
oleh DPR untuk menjaring masukan dari masyarakat. Situs ini akan memberikan informasi terkait 
mengenai Rancangan KUHAP dan juga memberikan ruang atau wahana bagi masyarakat untuk 
memberikan masukan berupa usulan perubahan terhadap pembahasan Rancangan KUHAP. 
 
Masyarakat yang memiliki akun di situs pantaukuhap.id dapat memberikan masukan berupa usulan 
perubhan terhadap berbagai pasal – pasal ataupun ayat – ayat yang ada dalam Rancangan KUHAP. 
Situs pantaukuhap.id akan mengirimkan masukan usulan perubahan yang disampaikan oleh masyarakat 
kepada DPR melalui sarana elektronik atapun tercetak. 
Dengan demikian masukan dari masyarakat akan dapat langsung diterima oleh para anggota DPR dan 
pihak – pihak terkait lainnya yang sedang terlibat dalam pembahasan Rancangan KUHAP di DPR. 
 
Dengan melibatkan sebanyak mungkin masyarakat untuk mengawal, mengawasi, dan terlibat dalam 
pembuatan usulan – usulan terhadap Rancangan KUHAP, maka Indonesia akan punya harapan untuk 
memiliki sistem peradilan pidana yang lebih menghormati prinsip – prinsip hak asasi manusia. 
 
Sekretariat Pantau KUHAP: 

 

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) 

Jln. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu,  

Jakarta Selatan, Indonesia - 12510 

Phone/Fax. (+62 21) 7945455 

Email: infoicjr@icjr.or.id   

http://icjr.or.id | @icjrid 
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